
, 

BUPATI BONDOWOSO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 106 TAHUN 2020 

TENTANG 

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN BONDOWOSO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONDOWOSO, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis 
Standar Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 
Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun ~010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

N
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

omor 6322); 

6. Peraturan ... 
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6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 33); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bondowoso. 
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang. 

4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah 
perencanaan dan pengganggaran yang berisi program, 
kegiatan dan anggaran perangkat daerah Kabupaten 
Bondowoso; 

5. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB 
adalah standar yang digunakan untuk menganalisa 
kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau 
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu perangkat 
daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso 
untuk satu tahun anggaran; 

6. Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalah daftar 
pengelompokan kegiatan yag mempunyai ciri dan jenis yang 
sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana 
belanja. 

Pasal 2 ... 
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Pasal 2 

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan 
perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang 
akuntabel, efektif, efisien, transparan, adil, dapat 
dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran 
ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan 
berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama 
untuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Daerah. 

Pasal 3 

Penerapan ASB bertujuan untuk: 

a. menentukan kewajaran bela...11.ja untuk melaksanakan suatu 
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; 

b. meminimalisasi terjadinya pengeluaran belanja yang tidak 
tepat dan terstandar sehingga menyebabkan inefisiensi 
anggaran; 

c . meningkatkan efi sien si biaya dan efektivitas pelaksanaan 
kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran; dan 

d. menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja 
yangjelas. 

BAB II 
KOi' .. 1PONEN ANALISIS STANDAR BELANJA 

Pasal 4 

Komponen ASB dapat berbentuk nilai rupiah setiap satuan 
belanja kegiatan. secara langsung maupun struktur bela.11.ja 
kegiatan yang meliputi: 

a. Pengendali Belanja ( cost driver); 

b. Belanja Tetap (fixed cost); 

c. Belanja Variabel {variable cost}; 

d. Formula Penghitungan Belanja Total; dan 

e. Batasan Alokasi Objek Belanja. 

Pasal 5 

ASB berbentuk nilai rupiah setiap satuan belanja kegiatan 
secara langsung berupa nilai rupiah per satuan tertentu dalam 
sebuah kegiatan, antara lain rupiah per meter persegi, rupiah 
per paket, dan satuan lain yang mengacu pada standar satuan 
harga yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan jenis kegiatan 
perangkat daerah. 

Pasal 6 .. . 
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Pasal 6 

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 
a, merupakan faktor-faktor yang memicu belanja/biaya yang 
mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. 

Pasal 7 

(1) Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b , 
merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan 
satu kegiatan. 

(2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak 
dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja 
suatu kegiatan. 

(3) Besarnya nilai satuan belanja tetap sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), merupakan batas maksimal untuk setiap 
kegiatan. 

Pasal 8 

(1) Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 
c, merupakan dasar perubahan belanja variabel suatu 
kegiatan. 

(2) Belanja Variabel adalah belanja yang besamya berubah 
sesuai dengan perubahan volume/target kinerja suatu 
kegiatan. 

(3) Dalam hal target yang ditetapkan semakin tinggi, maka 
semakin besar belanja variabel yang dibutuhkan. 

Pasal 9 

Formula Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf d, merupakan rumus yang digunakan 
untuk menghitung kewajaran anggaran pada setiap kegiatan 
dengan menjumlahkan antara Belanja Tetap dan Belanja 
V ariabel dikalikan Satuan Pengendali. 

Pasal 10 

(1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf e, merupakan proporsi dari objek 
belanja dari suatu kegiatan. 

(2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi dalam 
3 (tiga) jenis, yaitu: 

a. batas minimal; 

b. rata-rata (mean); dan 

c. batas maksimal. 

(3) Total.. . 

Keu Kah . Hukum 

tl 
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(3) Total keseluruhan proporsi rata-rata objek belanja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebesar 100% 
(seratus persen). 

BAB III 
JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA 

Pasal 11 

(1) ASB dibedakan menjadi 2 (dua), meliputi yaitu ASB Fisik dan 
Non Fisik. 

(2) ASB Fisik adalah ASB yang digunakan untuk kegiatan yang 
sifatnya pembangunan fisik dan/ a tau kegiatan konstruksi. 

(3) ASB Non-fisik adalah ASB yang digunakan untuk kegiatan 
yang sifatnya jasa dan/atau penyediaan bahan-bahan kerja 
pakai habis. 

Pasal 12 

(1) ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), 
terdiri dari: 
a. ASB Fisik 001: Pembangunan Jalan Perkerasan Beton 

Mutu FC'15 Mpa ( tebal 10 cm) (m3); 

b. ASB Fisik 002 : Pembangunan Jalan Perkerasan Beton 
Mutu FC'20 Mpa ( tebal 10 cm) (m3); 

c. ASB Fisik 003 : Pembangunan Jalan Perkerasan Beton 
Mutu FC'25 Mpa ( tebal 10 cm) (m3); 

d. ASB Fisik 004: Pembangunan Jalan Perkerasan Beton 
Mutu FC'30 Mpa ( tebal 10 cm) (m3); 

e. ASB Fisik 005: Pembangunan Jalan Perkerasan Aspal 
HRS-WC (m2); 

f. ASB Fisik 006: Pembangunan Jalan Perkerasan Aspal AC
WC (m2); 

g. ASB Fisik 007: Pembangunan Jalan Perkerasan Lapis 
Permukaan Penetrasi Makadam (m2); 

h. ASB Fisik 008: Pembangunan Jalan Beton Mutu FC'l5 
Mpa (m3); 

1. ASB Fisik 009: Pembangunan Jalan Beton Mutu FC'20 
Mpa (m3); 

J. ASB Fisik O 10: Pembangunan Jalan Beton Mutu FC'25 
Mpa (m3); 

k. ASB Fisik O 11: Pembangunan Jaian Beton Mutu FC'30 
Mpa (m3); 

1. ASB Fisik 012: Peningkatan Jalan Perkerasan Aspal HRS
WC (m2); 

m. ASB Fisik 013 : Peningkatan Jalan Perkerasan Aspal AC
WC (m2); 

n. ASB Fisik 014: Peningkatan Jalan Perkerasan Aspal 
Latasir Kelas B (SS-B) (m2); 

o. ASB Fisik 015: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Perkerasan Beton Mutu FC'15 Mpa (m3); 

p. ASB .. . 

& Keu Kaba . Hukum 

l. 
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p. ASB Fisik 016: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Perkerasan Beton Mutu FC'20 Mpa (m3); 

q. ASB Fisik 017: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Perkerasan Beton Mutu FC'25 Mpa (m3); 

r. ASB Fisik 018: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Perkerasan Beton Mutu FC'30 Mpa (m3); 

s. ASB Fisik O 19: Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan 
Perkerasan Aspal HRS-WC (m2); 

t. ASB Fisik 020: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Perkerasan Aspal AC-WC (m2); 

u. ASB Fisik 021: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Perkerasan Aspal Latasir Kelas B (SS-B) (m2); 

v. ASB Fisik 022: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
Perkerasan Lapis Permukaan Penetrasi Makadam (m3); 

w. ASB Fisik 023: Peningkatan Drainase Jalan Pasangan 
Batu (tinggi 100 cm) (m1); 

x. ASB Fisik 024: Peningkatan Drainase Jalan Beton (Uk. 35 
x 35 cm) (m1); 

y. ASB Fisik 025: Pembangunan Sarana dan Prasarana Air 
Bersih (Broncapteri.ng) (m3); 

z. ASB Fisik 026: Pembangunan Sarana dan Prasarana Air 
Bersih (Pemasangan Pipa 4'1 (m1); 

aa.ASB Fisik 027: Pembangunan Sarana dan Prasarana Air 
Bersih (Pemasangan Pipa 3'1 (m1); 

bb.ASB Fisik 028: Pembangunan Sarana dan Prasarana Air 
Bersih (Pemasangan Pipa 2'1 (m1); 

cc. ASB Fisik 029: Pembangunan Sarana dan Prasarana Air 
Bersih (Pemasangan Pipa l '1 (m1); 

dd.ASB Fisik 030: Pembangunan Sarana dan Prasarana Air 
Bersih (Pemasangan Pipa GL 4'1 (m1); 

ee. ASB Fisik 031 : Pembangunan Sarana dan Prasarana Air 
Bersih (Pemasangan Pipa GL 3'1 (m 1); 

ff. ASB Fisik 031: Pembangunan Sarana dan Prasarana Air 
Bersih (Pemasangan Pipa GL 2'1 (m1); 

gg. ASB Fisik 033: Pembangunan Sarana dan Prasarana Air 
Bersih ( PEMASANGAN PIPA GL l") (m1); 

hh. ASB Fisik 034: Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Air Bersih (Pembuatan SR) (m 1); 

11. ASB Fisik 035: Pembangunan Sarana dan Prasarana Air 
Bersih (pembuatan reservoar) (m3); 

lJ. ASB Fisik 036: Pembangunan Sarana dan Prasarana Air 
Bersih (Pengeboran) (unit/paket); 

kk. ASB Fisik 037: Pembangunan Sarana dan Prasarana Air 
Bersih (Pekerjaan Menara Air) (unit/paket); 

11. ASB Fisik 038: Pembangunan Gedung Negara 
(Sederhana) (m2); 

(2) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 
( 3), terdiri dari: 
a. ASB Non Fisik 039: Administrasi Proyek Peningkatan 

Jalan; 
b. ASB ... 
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b. ASB Non Fisik 040: Administrasi Proyek Rehabilitasi 
Jalan Rutin; 

c. ASB Non Fisik 041: Administrasi Proyek Proyek 
Rehabilitasi Jalan Berkala; 

d. ASB Non Fisik 042: Administrasi Proyek Peningkatan 
Jembatan; 

e. ASB Non Fisik 043: Administrasi Proyek Rehabilitasi 
Jembatan; 

f. ASB Non Fisik 044: Administrasi Proyek Peningkatan 
Drainase Jalan; 

g. ASB Non Fisik 045: Administrasi Proyek Rehabilitasi 
Drainase Jalan; 

h. ASB Non Fisik 046: Administrasi Proyek Peningkatan 
Irigasi; 

1. ASB Non Fisik 047: Administrasi Proyek Rehabilitasi 
Irigasi; 

j. ASB Non Fisik 048: Administrasi Proyek Pembangunan 
Gedung Negara; 

k. ASB Non Fisik 049: Administrasi Proyek Rehabilitasi 
Gedung Negara; 

1. ASB Non Fisik 050: Bimbingan Teknis; 
m. ASB Non Fisik 051: Pendidikan dan Pelatihan di Gedung 

Pemerintah; 
n. ASB Non Fisik 052: Sosialisasi/Penyuluhan/ 

Workshop/ Seminar/ Lokakarya; 
o. ASB Non Fisik 053: Kegiatan Lomba/Festival; 
p. ASB Non Fisik 053: Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

swakelola OPD; 
q. ASB Non Fisik 054: ASB Rapat/Pertemuan; 
r. ASB Non Fisik 055: ASB Monitoring dan Evaluasi; 
s . ASB Non Fisik 056: ASB Fasilitasi dan Pendampingan 

Pembangunan Pemerintahan Desa; 
t. ASB Non Fisik 057: ASB Penyusunan Laporan Kinerja; 
u. ASB Non Fisik 058: ASB Penyusunan dan Pelaporan 

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah; 
v. ASB Non Fisik 059: ASB Penyusunan Laporan Keuangan 

dan Aset Daerah; 
w. ASB Non Fisik 060: ASB Penyelenggaraan Musrenbang 

Kecamatan; dan 
x. ASB Non Fisik 055: ASB Penyediaan Administrasi 

Perkantoran. 
(3) Perhitungan ASB dan proporsi objek-objek belanja setiap 

kegiatan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat 
(2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV ... 

'-
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BAB IV 
PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA 

Pasal 13 

(1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap 
kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD. 

(2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang 
sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB 
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. 

BABV 
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 14 

( 1) Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka 
penyusunan RKA-SKPD dilakukan oleh Kepala Perangkat 
Daerah. 

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh 
Inspektorat Kabupaten Bondowoso. 

BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 15 

Penyetaraan kegiatan dan Analisis Standar Belanja sebagaimana 
tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 16 

(1) Dalam hal terjadi perubahan nilai ekonomi terkait inflasi, 
maka setiap tahun dilakukan penyesuaian ASB sebagai dasar 
perencanaan kegiatan tahun berikutnya bagi SKPD. 

(2) Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam 
Peraturan Bupati ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan 
riil dengan ketentuan besaran total belanja dana alokasi 
rincian objek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan 
oleh Tim Anggaran dan Pendapatan Daerah. 

(3) Penyesuaian pada rincian objek belanja kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh tim otorisasi. 

(4) Tim otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari 
Perangkat Daerah/unit kerja yang mempunyai fungsi 
perencanaan, keuangan, pengendalian, ketatalaksanaan, dan 
hukum. 

BAB VIII. .. . 
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BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Bondowoso Nomor 43 Tahun 2019 ten tang Analisis Standar 
Belanja Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 43) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso. 

Ditetapkan di Bondowoso 
pada tanggal 

NDOWOSO, y 0 

--
Diundangkan di Bondowoso 
pada tanggal 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 

BERITL KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 

af Koordinasi 
Keu Kab . Hukum 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 106 TAHUN 2020 
TENTANG 
ANALISIS STAND AR BELANJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 
BONDOWOSO 

1. ASB Fisik-01 Pembangunan Jalan Perkerasan Beton Mutu FC'l5 Mpa 

(tebal 10 cm) 

Formula Penghitungan Belanja Total 

= Belanja Tetap + (Belanja Variabel x m 3) 

= Rp. 550.000,- + ((Belanja Tenaga Kerja + Belanja Bahan + Belanja/ sewa 

Peralatan) x m 3)) 

= Rp. 550.000,- + (226.000 x m 3) 

Batasan Alokasi Objek Belanja Variabel: 

No Jenis Belanja Batas Rata-rata Batas 
Minimal Maksimal 

1 Belanja Tenaga Kerja 16,48% 19% 21,57% 

2 Belanja Bahan 64,04% 68,41% 72,79% 

3 Belanja/ Sewa Peralatan 10,74% 12,59% 14,45% 

JUMLAH 100% 

2. ASB Fisik-02 Pembangunan Jalan Perkerasan Beton Mutu FC'20 Mpa 

(tebal 10 cm) 

Formula Penghitungan Belanja Total 

= Belanja Tetap + (Belanja Variabel x m 3) 

= Rp. 550.000,- + ((Belanja Tenaga Kerja + Belanja Bahan + Belanja/ sewa 

Peralatan) x m 3)) 

= Rp. 550.000,- + (245.000 x m 3 ) 

Batasan Alokasi Objek Belanja Variabel: 

No Jenis Belanja 

1 Belanja Tenaga Kerja 

2 Belanja Bahan 

3 Belanja/ Sewa Peralatan 

JUMLAH 

Para£ Koordinasi 
m 

Batas Rata-rata Batas 
Minimal Maksimal 

15,30% 17,28% 20,34% 

66,20% 70,57% 74,95% 

9,76% 11,61% 13,46% 

100% 










































































































